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1.

DENGAN RAHMAT TUITAN YANG MAIA ESA

WALTKOTA KUPANG,

bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (3) dan (6) Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Penpgelolaan dan
Tanggung jawab Keuangan Negara, laporan hasil pemeriksaan
keuangan, laporan hasil pemeriksaen lanerja dan laporan hesil
pemeriksaan dengan tujuan tertentu. disampaikan oleh Badan
Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Eepada Wealikota,

sesual ketentuan peraluran perundang- undangan;

bahwa sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor
12 Tahun 2017 fentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemenntahan Daerah, Kepala Daerah, Walil
Kepala Daerah, dan Hepala Perangkat Dacrah wajib

melaksanakan tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan;

bahwa berdasarkan perumbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan humf b, perlu menetapkan Peraturan
Wazlikota tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia pada
Pemerintah Pemerintah Kota Kupang;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Fembentukan
Kotamadya Daerah Tingkat I Kupang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);



ig

2. Undang Nomor 28 Tahun 1999 {enlang Penvelenggara Negama

vang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembearan MNegara Republik Indonesia Nornor 3851);

2. Undang-Undang: Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 43535);

3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (Lembaran Nesara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Fepublik Indonesia

Nomor 4333);

4, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksasan

Penpgelolaan dan Tanggung Jawab Keuanpan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomor 4400);

3. Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daesrah (Lembaran WNegara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja |Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indanesia Tahun 2008 Nomor 127, Lembaran Negara Republik
mdonesia 4890]);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penvelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Lembaran Negara Republik Indonesia 6041);

& Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Peranghat Daerah Kota Kupang )
(Lembaran Daerah Kupang Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan
Lembaran Dagrah Kota kupang Nomor 273) sebagaiman telah
dinbah beberapa kali teralhir denga.n Peraturan Daergh Kota
Kupang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang



Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang
(Lembaran Deerah Kota Kupang Tahun 2019 Nomor 06,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 285);

MEMUTUSEAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA HKUPANG TENTANG PEDOMAN

TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA
KEUANGAN REPUBLIK TNDONESIA PADA PEMERINTAH KOTA
KUPANG.

BABI
EETENTUAN UMUM

FPasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini vang dimaksud dengan:

=]

Laporan Tiasil Pemeriksaan yang selanjutnya disebut LIP adalah Laporan
Haszil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, meliputi
pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan
Lertentu,

Kekomendagi adalah BATATL dari pemerikea berdasarkan hasil
pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan vang berwenang
untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.

Badan Pemeriksa Reuangan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut
BPK Rl adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan
Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Satuan Kerja Perangkat Daerah vang sclanjumya disebut Perangkat Daecrah
adalah Perangikar Daerah pada pemerintah daerah di Lingkungan Pemerintah
Kota Kupang.

Tindak lLanjut Hasil Pemeriksaan yang selanjumya disebut TLHP adalah
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik
Indonesia.

Pemantzuan oleh BPK (sesuzi UU No. 15 Tahun 2004 Pasal 20] Untuk Pejabat
wajib menmndaldanjuti rekomendasi hasil pemeriksasn BPK, adalsh rangkaian
kegiatan vang dilaksanekan secara sistematis oleh Inspektorat untuk .
menentukan bahwa Pejabat telah melaksanalkan rekomendasi hasil pemeriksagn
dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.

Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik
Indonesia pada Pemerintah Kota Kupang yang selanjutnva disebut Tim TLHP

s ui



BEPK RI adalah Tim vang dibentuk oleh Walikota untuk melaksanakan Tindak
Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

8. Daerah adalah Pemerintah Kota Kupang.

9. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

10. Walikota adalah Walikota Kupang,

11. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Kupang.

12. Dewan Perwakilan Rakyar Daerah yang selanjutnya disingket DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemerintah Kota Kupang.

13, lnspektur adalah Inspektur Pemerintah Kota Kupang.

14, Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Pemerintah Kola Kupang,

FPasal 2

Maksud ditetapkannya Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksean ini adalah
untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Kota Kupang dalam menindaldanjuti
hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik [ndonesia.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan ini adalah agar
tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik

Indonesia dapat dilaksanakan secare efektif, efisien dan skuntabel.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksasn ini mencakup
perencanaan, pelaksansan, pemantauan  dan  pelaporan  Tindak Lanjut
terhadap Hasil Pemeriksaan Baden Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia,
meliputi :

&2. Pemeriksaan keuangan;
h. Pemerikksasn kinetia; den

t. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

A
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BAD Il
SISTEMATIEA

Pasal 5

Sistematika Pedomean Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan ini meliputi:

V1.

VIL

Iai,

Pendahuluan
Maksud dan Tujuan
Ruang Lingkup
Tindak Lanjut Hasil DPemeriksasn Badan Pemeriksasn Keuangsn
Republik Indonesia
Tim Tindak Lanjut [HHasil Pemeriksaan Badan — Pemeriksaan
Keuangan Republik Indonesia
Pelaporan Tindalk Lanjut Haeil Pemerikszan Badan Pemeriksaan
Keuangan Hepublik Indonesia

Standar Operasional Prosedur Tindak Lenjut Hasil Pemeriksaan Badan
Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia

muatan dan rincian Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1] tercantum dalam lampiran, dan

meripakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.



BAB [V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Waliketa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinva, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota i dengan penempatannyva delam Berita Daerah Pemerintah Kora
Ku pang.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 20 Mei f;l::fz
}'WALH{ A KUPANG,

A

(s JEFTRYTSON R. RIWU KORE

Diundangkan di Kupang

pada tanggal 30 Mei 2022

L’J-SEI{EETARIS DAERAH KOTA HUPPLNG,P

Y PRIESTLEY FUNAY

BERITA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2022 NOMOR 600

o



LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA KUPANG

NOMOR ;20 TAHUN 2022
TANGGAL @ 30 MEI 2022
TENTANG @ FEDOMAN TINDAK LANJUT HASTL PEMERIESAAN BADAN

II.

L1

&

PEMEERIKSA EEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PADA
PEMERINTAH KOTA KUPANG

PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 17 ayat (3) dan ayar [6) Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab
Keuangan Negara, laporan hasil pemerikssan keuangan, lapeoran hasil
pemeriksaan kinerja dan  laporan  hasil pemeriksasan  dengan tujuan
tertentu, disampaikan oleh Badan Pemeriksa Kevangan Republik [ndonesia
Kepada Walikota, sesual ketentuan peraturan perundang-undangan,
Selanjutnya Pasal 20 Undang-undang tersebut mewajibkan pejabat dalam
hal ini Walikota vang menerima laporan hasil pemeriksaan BPK untuk

menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan tersebut.

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud ditetapkennya Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksasn ini
adalah untuk memberikan acuan bagi Pemerintah Daeralhh dalam
menindaklanjuti hasil pemenksaan Badan Pemenksa Keuangan Republik
Indonesia, Tujuan ditetapkanmya Pedoman Tindak Lanjut  Hasil
Pemerilkksaan ini adalagh agar tindak lanjut terhadap hasil pemeriksasn
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indenesia dapat dilaksanalkan secara
efeletif, efisien dan akuntabel.

EUANG LINGKUP
Ruang Lingkup Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriktsaan ini mencakup
perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik [ndonesia, melipuli:
A. Pemeriksaan keuangan,
Pemeriksasn Keuangan adalah pemeriksaan atgs laporan keuangan.
* Pemeriksaan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan
pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajilan

dalam laporan keuangan pemerintah.



B. Pemeriksaan lonerja;
Pemeriksaan Kinerja adalah pemeriksaan atas aspek ekonomi dan
efisiensi serta pemeriksaan atas aspek efektivitas yang lazim dilakukan
bagi kepentingan manajemen oleh aparat pengawasan intern
pemerintah. Pemeriksaan Kinerja dimaksudkan agar kegiatan yang
dibiayvai dengan keuangan DNegara/Daerah diselenggarakan secara

ekonomis dan efisien serta memenuhi sasarannya secara efekfif.

C. Pemeriksean dengan tujuan tertentu,
Pemeriksaan dengan tujuan fertentu adalah pemeriksaan yang
dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan
pemeriksaan kinerja. Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu ini
adalah pemeriksaan atas hal-hal lain vang berkaitan dengan keuangan
dan pemeriksaan investigatif.

IV. TINDAK LANJUT HASIL FEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSAAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

A  Tata Cara Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan.

Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keusangan vang telah
diterima oleh Walikota Kupang dengan tembusan kepada Inspekiorat
Daerah Kota Kupang kemudian dikoordinasikan cleh Wakil Walikota
selaku koordinator tindak lanjut bersamea Sekretaris Daerah, Inspektorat
dan Perangkat Daerah terkait untuk segera menndaklanjuti

rekomendasi dengan membuar Rencana Aksi Tindak Lanjut dengan

urutai:
Mo, Uraian Penanppunpjawab Waktu Pelaksanaan Ket
L. Konsep Inspekioral 1 = 5 hari setelah LHP
Perintah /Insirolosd _ diterima.
2. Percepatan Tindak | Perangkar Daerah 1 = 7 harl setelah
Lenjut Ferangkat terikait Perintah /Instru ksi
Dacrah atas Walikora diterima|
rekomendas Perongkat Daerah.




Rekapitulasi rindak | Inspelctorat 1 - 3 hari setelahl
lanjut batas waktu tindak
larzjut Peranglal
Daereh,
Pengirimnien Laporan| Inspelctorat 1 - 3 hari setelsh
‘Tindak draft laporan,
Leamjut  beserta ditandarangani olchl
bkl Tindalc : Seleretaris Daerall,

B. Kewajiban Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tindak lanjut
relkomendasi hasil pemerilksaan.

1.

Perangkat Daerah wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam
Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan
setelah hasil pemeriksaan diterima vang dituangkan dalam bentulk
Perintah /Instruksi Walikota yang ditujukan kepada perangkat
daerah terkait.

. Tindak lanjut atas rekomendasi berupa surat sesual bunyi

rekomendasi atas pclaksanaan tindak lanjut dengan dilampiri
dokumen bukti pendukung.

. Ingpektorat  selaku  koordinator perangkat daerah dalam

pelaksanaan tindak lanjut menyampaikan bulkti tindaklanjut
kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

. Apabila sebagian atau seluruh  rekomendas:  tidak  dapat

dilaksanakan dalam jangka wektu vang telah ditentukan, perangkat

daerah wajib memberikan alasan yvang sah meliputi kondisi :

4. force majeur, vaitu suatu keadaan peperangan, kerusuhan,
revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran dan gangguan
lainnya yang mengakibatkan tindak lanjut tidak dapat
dilaksanakan.

b. subjek atau objek relomendasi dalam proses peradilan:

1) pejabat menjadi tersangka dan ditahan;
2] pejabat menjadi terpidana; atau

3) objek yang direkomendasikan dalam sengketa di peradilan.




¢. rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif, efisien,
dan ekonomis antara lain, yaitu:
1) perubahan struktur organisasi; dan/atau
2) perubahan regulasi.

C. Hubungan Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dengan perangkat
daerah terperiksa serta Majelis Perimbangan Tuntutan Perbendaharaan
dan Tuntutan Ganti Rugi (MP-TPTGR).

Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK berkoordinasi dengan ME-
TPTGR terkait temuan vang berupa kerugian daerah dengan Surat
Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) untuk dilaporkan dalam

Laporan Keuangan.

D. Batasan Waktu Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan sanksi.

1. Pejabat wajib menindakianjuti hasil pemeriksaan BPK selambat-
lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksuan diterima.

2. Apabila dalam kurun waktu melebihi 60 hari maka pejabat yang
tidak menindaklanjuti hasil pemeriksaan akan dikenakan sanksi

sesiai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021

E. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan vang menyangkut Pihek Ketiga.
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang menyangkut Pihak Ketiga dalam
penvelesaiannya menjadi tanggung jawab perangkat daerah terkait.

TIM TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSAAN
KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Tim Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik

Indonesia terdiri dari:



JABATAN DATAM JABATAN DALAM TUGAS DATAM TIM
TIkE g DINAS i I~ P a
bertangrung jawah atas pelaksanzan
Pembina Walikota : : :
tindalk lanjul hasil pengawas=an
Pemerintah Kota Kupang
memberikan erah kebijalcan Tindalk
Pengarah/Penescehat (1. Wakil Walikota
) Lanjul Temuan PEngawasan
2. Sekrelaris Daerah ] ’ _
i Pemerintah Kota Kupang
otk Asalen
= mengkoordinasikan pelaksanzan
Ketua Inspektur , . i
Tindak Lanjul Temuean Hasil
Pemerilcsaan di Pemerintah Kota
Kupang
) g ) g menyusun  rvkapitulasi  hasil
Sekretaris Selretaris Inspekiorat ¥l ] ,
monitoring Tindak Lanjut Temuan
Pemerilcsaan
b. menyusun laporan Tindak Lanjut
dan melaporkan hasilnya kepada
Wealikota Kupang
melalntkan pemantauan tindak lanjut
AnEOGTE Inspektir Pembantu,
&= SEgERRE LRSI temnuzn dan rekomendasi Hasil
| Ka Sub Bag Evauasi i :
[ Pemeriksaan uniuk sepera
dan Pel ; Pejabat
e diselesailzan.
Fungsional
B - memperaiapkan jedwel dan
retari al Inspek
: Bl Sk Laape ey pelaks=anaan monitoring Tindak
i Lanjut Temuan Pemeriksaan di
? Perangkat Dacrah
V1. PELAPORAN TIM TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN

PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESTA

A. Periode Pelaporan

Laporan Tindak lanjut hasil pemeriksaan dalam bentuk Laporan Tindak
Lanjut Hasil Pemeriksaan dikirim ke BPK dalam 2 periode yaitu Semester

I pada bulan Juli dan Semester Il pada bulan Desember,

B. Tujuan Pelaporan

Tujuan pelaporan adalah untuk melaporkan perkembangan tindak lanjut

dari Perangkat Daerah terkairt,



C. Format Laporan

1. Surat Tindak Lanjut Hasil Pemeriksan BPK ditandatangani Sekretaris
Daerah.

2, Format Laporan per Triwulan.

TINDAE LANJUT PEMERIKSAAN BFK RI ATAS
ssbasnivansmvaess mansneenssss PEMERINTAH PEMERINTAH
KOTA KUPANG TAHUN ANGGARAN .o
EHP HOMOR .o varanssnsainsssns TAARE]

e TEMUAN FEEECMEN 14 | TINDAK PERKENEANGAN N R KT
TEMERIRSAAN | LAMNJUT TIHDAK EANJUIT

I3 b =] 1% ol 3 ol '

SEEKRETARIS DARRATT

ttd

MAMA

3. Formal lkhtisar Termuan hasil Permerilksaan BPK-RI.

[KTHISAE TEMUAN
HASIL PEMERIKSAAN BPE-RLATAS -.ooccosvvanimrainrassnsnenie LELP

Nilai Tdk dapar

ditindaklanmil

Me | Tefouesn

Lrerrmsism

SEKRETARIS DARRAT]

ttd



VII. STANDAR OFERASIONAL PROSEDUR TIM TINDAK LANJUT HASIL
PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

a. Penanganan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK tertuang dalam

Standar Operasional dan Prosedur,
b. Standar Operagional dan Prosedur lebih lanjut ditetapkan
dengan Eeputusan Inspektur Dacrah Kota Kupang.

I,WMJKDT KUPANG,‘Eé

{,gsJ EFIRSTSON R. RIWU KORE
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